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ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG
MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG

(Studi Kasus Kecamatan Tanjung Karang Barat)

Oleh
MUHAMMAD FERDIAN GAUTAMA

Kebudayaan gotong royong di Indonesia mulai memudar, terlebih dalam
tata kehidupan perkotaan, salah satunya di Kota Bandar Lampung. Oleh karena
itu, pemerintah Kota Bandar Lampung menjalankan program Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas program
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bandar Lampung. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara,
observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan teori pengukuran efektivitas menurut Sutrisno
(2007:125-126) yakni meliputi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu,
tercapainya tujuan dan perubahan nyata.

Hasil penelitian yang ditemukan adalah pemahaman program yang
diberikan kepada kelompok sasaran sudah efektif dan diterima dengan sangat baik
oleh masyarakat. Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota
Bandar Lampung sudah efektif dalam menentukan kelompok sasaran yaitu
Kecamatan Tanjung Karang Barat. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan program
cukup efektif, meskipun terjadi keterlambatan pada salah satu tahapannya yakni
rapat persiapan pelaksanaan kegiatan. Tujuan program Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat Kota Bandar Lampung sudah tercapai dan efektif dalam
melestarikan budaya gotong royong serta memperkuat peranan lembaga
pemerintah dan non pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat. Perubahan
yang diberikan program tersebut cukup signifikan dan efektif dalam
meningkatkan gotong royong di bidang lingkungan dan ekonomi. Namun, gotong
royong bidang sosial budaya, agama dan kemasyarakatan tidak menunjukan
perubahan yang nyata dan bersifat stagnan.

Kata Kunci : Efektivitas, Gotong Royong, Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat



ABSTRACT

EFFECTIVENESS OF THE BANDAR LAMPUNG CITY COMMUNITY
BHAKTI MONTH PROGRAM
(Case Study of West Tanjung Karang District)

By
MUHAMMAD FERDIAN GAUTAMA

The culture of mutual cooperation in Indonesia is starting to fade, especially in
urban life, one of which is in the city of Bandar Lampung. Therefore, the Bandar
Lampung City government is running the Community Mutual Cooperation
Service Month program based on Minister of Home Affairs Regulation Number
42 of 2005 concerning Guidelines for Organizing the Community Mutual
Cooperation Service Month. The aim of this research is to determine the
effectiveness of the Bandar Lampung City Community Service Mutual
Cooperation Month program. This research uses descriptive research methods
with a qualitative approach. The data collection techniques used in this research
are interviews, observation and documentation. This research uses the
effectiveness measurement theory according to Sutrisno (2007: 125-126), which
includes understanding the program, being on target, being on time, achieving
goals and real change. The results of the research found that the understanding of
the program provided to the target group was effective and very well received by
the community. The Community Service Mutual Cooperation Month Program in
Bandar Lampung City has been effective in determining the target group, namely
West Tanjung Karang District. Timeliness in implementing the program was quite
effective, even though there was a delay in one of the stages, namely the
preparatory meeting for the implementation of activities. The objectives of the
Bandar Lampung City Community Service Mutual Cooperation Month program
have been achieved and are effective in preserving the culture of mutual
cooperation and strengthening the role of government and non-government
institutions in the field of community empowerment. The changes provided by
this program are quite significant and effective in increasing mutual cooperation
in the environmental and economic fields. However, mutual cooperation in the
fields of socio-culture, religion and society does not show real change and is
stagnant.

Keywords: Effectiveness, Mutual Cooperation, Community Mutual Cooperation
Service Month
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|. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
UUD 1945 mengamanatkan kepada masyarakat Indonesia bahwa Indonesia
merupakan negara persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan
merupakan modal dasar NKRI dalam pembangunan disegala bidang.
Berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu pada undang-
undang tersebut dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 bahwa pembangunan nasional
adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka
mencapai tujuan bernegara. Artinya bahwa tiap warga negara dari kalangan
manapun diharapkan dapat berperan aktif dan berkontribusi terhadap tujuan

negara, terkhususnya dalam tujuan pembangunan nasional.

Upaya yang dimaksudkan adalah peranan aktif dari tiap elemen, yaitu dimana
pemerintahan, organisasi non pemerintahan, serta masyarakat berkontribusi
dan berpartisipasi dalam membangun dan memelihara Indonesia. UUD
Nomor 23 Tahun 1997 yaitu pada pasal 5 dan 6 menyebutkan bahwa setiap
orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat
dan setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan
hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan nilai-nilai

kebudayaan indonesia yang sudah ada sejak lama yaitu gotong royong.

Gotong royong merupakan gerakan dan wujud persatuan dan kesatuan dalam
kehidupan masyarakat, dimana masyarakat bersatu bahu membahu dalam
melakukan suatu hal. Gotong royong diartikan sebagai pengerahan tenaga
manusia tanpa bayaran untuk suatu proyek atau pekerjaan yang bermanfaat

bagi masyarakat umum atau bermanfaat bagi  pembangunan



(Koentjaraningrat, 1974: 60). Gotong royong adalah perilaku sosial yang
didasarkan pada nilai-nilai sosial budaya seperti solidaritas, kebersamaan,
suka rela, dan kerukunan. Nilai gotong royong dalam perspektif sosio budaya
didefinisikan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu secara kolektif demi
kepentingan bersama atau individu tertentu. (Pranadji, 2009 : 62). Dengan
demikian gotong royong adalah alat yang digunakan untuk menggelorakan
semangat persatuan dan kesatuan dikalangan masyarakat untuk berperan aktif
dalam pembangunan dan pemeliharaan pembangunan secara solid dan
bersifat keswadayaan. Gotong royong biasanya disesuaikan dengan tempat
asal daerah masing-masing serta diselaraskan dengan gotong royong dalam
bidang/aspek yang sedang dibutuhkan.

Nilai gotong royong di Indonesia adalah nilai budaya yang amat sangat dekat
dan dijalankan dengan prinsip dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Tentu dengan background Indonesia yang dalam sejarah nya mengalami
penjajahan dan sejarah buruk lainnya, menjadikan Indonesia negara yang
memiliki rasa dan nilai sosial yang tinggi dalam bermasyarakat. Terlebih lagi
Indonesia yang masih berstatus negara berkembang dan akan menjadi negara
maju, yang hal tersebut mengharuskan masyarakat bersatu dan saling
bersinergi untuk memajukan Indonesia. Gotong royong sendiri lazim
ditemukan dalam kehidupan bermasyarakat dipedesaan. Namun, di

lingkungan perkotaan pun masih dapat ditemukan.

Seiring waktu dan zaman yang berubah, nilai- nilai kebudayaan indonesia
mulai memudar. Gotong royong menjadi nilai budaya dan warisan yang
sangat terasa kepudarannya, terlebih dalam tata kehidupan perkotaan.
Masyarakat perkotaan mengalami pergeseran kebudayaan dengan seiring
perkembangan zaman dan teknologi. Hal tersebut sangat mempengaruhi
karakter masyarakat pada lingkungannya. Dengan demikian, hal itu mulai
menurunkan rasa dan nilai sosial masyarakat indonesia, dimana masyarakat

mulai acuh tak acuh dan bersikap individualis. Tak hanya itu, faktor lain yang



menjadikan gotong royong mulai pudar adalah kehidupan perkotaan

cenderung lebih sibuk, padat dan tidak teratur.

Kehidupan perkotaan di Bandar Lampung menjadi salah satu wilayah
perkotaan yang mengalami pergeseran budaya yaitu kegotong royongan. Kota
Bandar Lampung harus melestarikan dan meningkatkan semangat gotong
royong pada masyarakat di wilayahnya. Hal ini menjadi penting karena masih
banyak ditemukan berbagai masalah dibeberapa bidang, seperti bidang
lingkungan, ekonomi dan pembangunan. Masyarakat Kota Bandar Lampung
yang heterogen menjadikan gotong royong di Bandar Lampung harus
diperkuat, kompak dan bersinergi. Tentu hal tersebut disesuaikan dengan
sasaran dan kebutuhan gotong royong yang yang dilakukan, seperti gotong
royong bidang lingkungan yang dilakukan dalam menyikapi musim
penghujan tahun 2023 di Bandar Lampung. Gotong royong di Bandar
Lampung masih dirasa kurang dalam inplementasinya, karena hal tersebut
cenderung dilakukan ketika masalah sudah terjadi, sehingga gotong royong
yang dilakukan tidak berkelanjutan dan tidak rutin dilakukan. Akan tetapi jika
implementasi gotong royong bersifat berkelanjutan, maka masalah-masalah
lingkungan, ekonomi dan pembangunan bisa dicegah dan memperkuat

integrasi sosial di masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintahan mengambil langkah dimana
menguatkan dan melestarikan gerakan gotong royong masyarakat untuk terus
berperan aktif dan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemeliharaannya.
Hal tersebut dituangkan pada Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.
Program Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat ini diharapkan dapat terus
menggelorakan semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat yang
bersinergi dengan pemerintahan setempat yaitu sebagai fasilitator dalam

pelaksanaannya.



Pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam Perwali Nomor 52 Tahun 2021
tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas
pemberdayaan masyarakat kota Bandar Lampung mengatur Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung sebagai fasilitator program
bulan bhakti gotong royong masyarakat guna menyikapi Permendagri Nomor
42 Tahun 2005.

Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat merupakan produk
pemerintah sebagai upaya dalam melestarikan dan menggelorakan semangat
gotong royong, dimana hal itu sejalan dengan tujuan gotong royong Yyaitu
menyemarakan semangat dan nilai persatuan dan kesatuan. Disamping itu
program ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan
peran serta masyarakat berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan dan
kegotong royongan menuju pada penguatan integrasi sosial. Adapun binaan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung adalah seluruh
kecamatan yang ada dikota Bandar Lampung yang berjumlah 20 Kecamatan
dengan 126 kelurahan.

Tabel 1. Kecamatan Binaan Dinas PMK Bandar Lampung

NO KECAMATAN
1 Kemiling

2 Langkapura
3 Kedaton

4. Wayhalim
5.  Labuhan Ratu
6

7

8

9

Kedamaian

Sukarame

Tanjung Karang Barat

. Tanjung Karang Timur

10. Tanjung Karang Pusat
11. Engaal
12.  Tanjung Senang
13. RajaBasa
14.  Sukabumi
15.  Teluk Betung Barat
16. Teluk Betung Timur
17.  Teluk Betung Selatan
18. Teluk Betung Utara
19.  Bumi Waras
20. Panjang

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2023



Berdasarkan jumlah kelompok binaan di atas dapat disimpulkan bahwa
kegiatan ini sangat penting untuk tersampaikan ke seluruh kelompok binaan
yang ada. Hal ini juga yang mendasari peneliti dalam melihat seberapa efektif
program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dalam meningkatkan
semangat gotong royong, dan program tersebut menjadi program yang
mampu menyikapi masalah-masalah yang ada di kehidupan masyarakat Kota

Bandar Lampung.

Sebagai bahan referensi dan literature dari penelitian ini, maka peneliti
memaparkan beberapa penelitian terhadulu yang berhubungan dan memiliki
kesamaan dengan penelitian ini yaitu gotong royong dalam masyarakat atau
program bulan bhakti gotong royong masyarakat. Akan tetapi tetap ada
perbedaan diantara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan
oleh peneliti, Sebagai berikut :

1. Esi Novita (2017), Analisis Pelaksanaan Program Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) di Kabupaten Kampar. Menyimpulkan
bahwa pelaksanaan program bulan bhakti gotong royong masyarakat di
kabupaten kampar cukup sesuai dilaksanakan berdasarkan peraturan-
peraturan yang ada, namun hasil yang belum maksimal tersebut dihambat
oleh beberapa faktor diantaranya seperti kurangnya pemahaman,
perhatian dan komitmen dari pihak kabupaten, kecamatan, desa dan
keluarahan terhadap peraturan yang ada yaitu PERMENDAGRI nomor
42 tahun 2005. Kemudian kurangnya rasa tanggung jawab dan nilai-nilai
bergotong royong untuk membenahi daerah masing-masing baik dari dari
tingkat aparatur setempat maupun masyarakatnya dengan berbagai
alasan.

2. Fadly (2019), Pergeseran nilai-nilai gotong royong di masyarakat desa
galung kecamatan ulaweng kabupaten bone. Menjelaskan bahwa
terjadinya pergeseran nilai-nlai gotong royong dimasyarakat desa
galung kabupaten ulaweng kabupaten bone karena beberapa faktor,
seperti kesibukan sehari-hari, adanya upah/gaji, dan adanya rasa berat
untuk mengumpulkan warga untuk bergotong royong. Selain itu peran



tokoh masyarakat desa galung adalah untuk memotivasi dan
menghimbau masyarakatnya untuk ikut serta dalam gotong royong.

. Eva Nur Hidayah (2020), Partisipasi masyarakat dalam kegiatan bulan
bhakti gotong royong masyarakat (BBGRM) dikelurahan sampangan
kecamatan gajahmungkur kota semarang, menyimpulkan bahwa
terdapat 5 alur dalam pelaksanaan program bulan bhakti gotong
royong masyarakat di kelurahan sampangan yaitu perorganisasian,
persiapan, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring. Sedangkan
partisipasi masyarakat dalam kegiatan BBGRM di kelurahan
sampangan sudah baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,
pemanfaatan hasil dan evaluasi yang di wujudkan dalam berbagai
bentuk sudah berhasil dilakukan.

. Citra Dwi Kurbani (2021), Efektivitas keberlangsungan program
daerah pemberdayaan gotong royong (PDGR) dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dikabupatten sumbawa barat (studi di desa
sloto kecamatan taliwang kabupaten sumbawa barat). Penelitian ini
menyimpulkan bahwa program PDGR ini telah memberikan pengaruh
terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, walaupun tidak dalam
skala besar. Dalam beberapa aspek program PDGR belum efektif
dalam menentukan ketepatan sasaran program dan sosialisasi program.
Selain itu ada beberapa faktor yang mempengeruhi program PDGR ini
yaitu variabel peran pendamping, partisipasi masyarakat dan
kemampuan kelompok sasaran.

. Riska lka Yulia (2023), Peran aparatur dinas pemberdayaan
masyarakat dalam meningkatkan program bulan bhakti gotong royong
masyarakat. Menyimpulkan bahwa peran aparatur pemerintah tidak
hanya berfokus mensejahterakan masyarakat saja, tetapi pemerintah
juga berperan untuk membangkitkan kembali nilai-nilai sosial yang
sudah luntur di daerah perkotaan. Selain itu peran pemerintah sangat
diperlukan terlebih dalam situasi masyarakat yang sulit, seperti pada
saat covid-19 yang mengakibatkan program bulan bhakti gotong
royong masyarakat dijalankan tidak maksimal. Akibatnya ada



penurunan semangat pada masyarakat untuk melaksanakan program

tersebut kembali.

Berdasarkan kajian penelitian tersebut dapat ditarik kesamaan diantara
penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu tentang
gotong royong yang dituangkan dalam suatu program dan melihat dinamika
pelaksanaan program tersebut yang tentu dalam pelaksanaannya memilki
tantangan atau faktor penghambat nya tersendiri. Penulis mencoba
memberikan perbedaan dengan penelitian yang telah dilakukan untuk bisa
mengetahui seberapa efektiv program bulan bhakti gotong royong masyarakat
dalam meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan serta menggelorakan
dan melestarikan semangat gotong royong pembangunan dan pemeliharaan
pembangunan. Hal ini merupakan suatu analisis yang menarik untuk dikaji,
oleh sebab perlu diteliti kembali, sehingga judul penelitian ini adalah :
“Efektivitas Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bandar

Lampung” (Studi Kasus Kecamatan Tanjung Karang Barat)”

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah
dalam penelitian ini, adalah “ Bagaimanakah Efektivitas Program Bulan

Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kota Bandar Lampung ?”

1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan masalah
diatas yaitu untuk mengetahui Efektivitas Program Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat Kota Bandar Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan dalam
pengetahuan dalam kajian ilmu pemerintahan, yang terkhusus dalam
kajian pemberdayaan masyarakat di pemerintahan kota bandar

lampung.



1.4.2 Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini dapat berkontribusi dan berguna sebagai bahan
rujukan atau tolak ukur bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bandar Lampung dalam upaya melestarikan dan menggelorakan
semangat gotong royong dalam hal ini melalui program bulan bhakti

gotong royong masyarakat.



Il. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Definisi Efektivitas
Efektivitas berasal dari kata efektif yang diartikan dengan adanya efek
(adanya akibat, pengaruh, ada kesannya), manjur atau mujarab, dapat
membawa hasil, berhasil guna yaitu dalam usaha dan tindakan. (Kamus
Besar Bahasa Indonesia, 2005: 284). Efektivitas berasal dari kata efektif
dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu
yang dilakukan berhasil dengan baik.

Konsep efektivitas dapat menjadi alat evaluasi jalannya suatu
organisasi. Ini adalah salah satu cara untuk menentukan apakah bentuk
dan manajemen organisasi memerlukan perubahan atau tidak. Dalam
hal ini, efektivitas didefinisikan sebagai pencapaian tujuan organisasi
melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif, dilihat
dari sisi input, proses, serta output. Berdasarkan konsep tersebut,
efektivitas dapat juga dipakai dalam mengevaluasi suatu program.
Efektivitas dapat dijadikan alat ukur untuk mengukur seberapa efektif
suatu program yang dilaksanakan, tentu dengan mengacu pada input,

proses serta output dari program tersebut.

Efektivitas program dapat didefinisikan sebagai kemampuan
operasional untuk menyesuaikan berbagai program kerja untuk
mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Secara
komprehensif, efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat
kemampuan suatu organisasi atau lembaga untuk melakukan beberapa
tugas penting untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan

sebelumnya (Campbell,2016).
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Menurut Etzioni dalam Simamora, keefektifan adalah tingkat
keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran berdasarkan
kompetensi yang telah ditentukan. Ini adalah suatu tindakan yang
berkaitan dengan sejauh mana apa yang direncanakan atau diinginkan
dapat terlaksana atau tercapai. (Lismina, 2017). Lebih lanjut Beni
(2016) menjelaskan efektivitas adalah hubungan antara output dan
tujuan, atau ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan, dan
prosedur suatu organisasi untuk disebut efektif. Pada sektor publik,
suatu operasi atau program dianggap efektif jika memiliki pengaruh
besar terhadap kemampuan untuk menyediakan layanan publik yang
telah ditetapkan.

Menurut Mahmudi (2005), efektivitas adalah korelasi antara output dan
tujuan. Semakin besar kontribusi output kepada tujuannya berarti
semakin efektif suatu organisasi, program, atau kegiatan. Menurut
Steers (1985), efektivitas adalah upaya yang dilakukan oleh suatu
program untuk mencapai tujuan atau sasarannya dengan memanfaatkan
sumber daya dan sarana yang tersedia dan tanpa melumpuhkan cara dan
sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap

pelaksanaannya.

Berdasarkan definisi efektivitas yang dijelaskan para ahli diatas, dapat
disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu alat ukur guna melihat
seberapa berhasil atau efektif suatu organisasi, program maupun
kegiatan yang dilakukan yang berhubungan dengan tujuan atau
outputnya yang hal tersebut sudah ditetapkan sebelumnya. Semakin
besar capaian atau output berdasarkan tujuannya berarti semakin efektif
juga organisasi, program atau kegiatan yang dilaksanakan. Dan
sebaliknya jika output nya tidak sesuai dengan tujuannya maka

organisasi, program dan kegiatan tersebut juga tidak efektif.
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2.1.2 Ukuran Efektivitas
Pengukuran efekivitas berbicara tentang mengukur output atau
pencapaian hasil dari suatu organisasi mengenai program dan kegiatan
terhadap sasaran dan tujuannya. Efektivitas juga mempunyai
kesulitannya tersendiri dimana efektivitas seringkali harus diukur dalam
jangka waktu yang panjang sesudah organisasi terkait selesai
melaksanakan program atau kegiatan. Selain itu efektivitas tentu
berbicara tentang mutu suatu program atau kegiatan yang dijalankan,
jadi jika dampak dan mutu yang dicapai baik maka program dan

kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif.

Menurut Krech, Cruthfied dan Ballachey (dalam Danim 1984),

menyatakan yaitu ukuran dari efektivitas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil dapat berupa
kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan.

2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas
ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan
dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).

3. Produk kreatif, artinya dalam dunia kerja perlu ditumbuhkan
kreativitas dan kemampuan yang dapat menciptakan kondisi yang
kondusif.

4. Intensitas yang akan dicapai, artinya perlu memiliki ketaatan yang
tinggi dalam suatu tingkatan intesns sesuatu, dimana perlu adanya

rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.

Lebih lanjut Siagian (1982), menyebutkan ada beberapa poin sebagai

kriteria guna mencapai tujuan dikatakan efektik atau tidak, yaitu :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya
karyawan dalam melaksanakan tugasnya mencapai Sasaran yang
terarah dan tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai.

2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi

adalah “pada jalan” yang diikuti dalam berbagai upaya dalam
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mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer
tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

Proses analisa dan perumusan kebijakan yang mantap berkaitan
dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah
ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-
tujuan dengan usaha-usaha melaksanakan kegiatan operasional.
Perencanaan yang matang pada hakekatnya berarti memutuskan
sekarang apa yang dikerjakan organisasi dimasa depan.

Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih
perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat
sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman
bertindak dan bekerja.

. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator
efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif.
Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin
disediakan oleh organisasi.

Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu
program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka
organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karenanya
dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuan.

. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
mengingat sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas
organisasi terdapat sistem pengawasan dan pengendalian.

Budiani (2007:53) menjelaskan bahwa untuk mengukur efektivitas

suatu program dapat dilakukan dengan mengggunakan variabel-

variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan Sasaran Program, artinya sejauhmana peserta program

tepat atau sesuai dengan sasaran program yang telah ditentukan.

2. Sosialisasi Program, artinya kemampuan penyelenggara program

dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai



13

program dapat diketahui oleh masyarakat pada umumnya dan
khususnya kepada sasaran program.

Pencapaian Tujuan Program, artinya sejauhmana kesesuaian antara
hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah
ditetapkan.

Pemantauan Program, artinya kegiatan yang dilakukan setelah
dilaksanakannya kegiatan program sebagai bentuk perhatian

kepada peserta program.

Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari

beberapa segi kriteria efektivitas, yaitu sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Ketepatan Waktu, merupakan dasar dalam menentukan
keberhasilan sesuatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan
dalam sebuah organisasi tetapi juga dapat memberikan dampak
berupa kegagalan terhadap suatu aktivitas organisasi. Apabila
mampu menggunakan waktu secara tepat maka akan mampu
menciptakan efektivitas dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.

Ketepatan perhitungan biaya, berhubungan dengan ketepatan
dalam pemanfaatan biaya, yang berarti tidak terjadi kekurangan
juga kelebihan dalam pembiayaan sampai tiba saatnya kegiatan
terlaksana dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam hal
biaya merupakan komponen dasar dari efektivitas.

Ketepatan dalam pengukuran, merupakan gambaran dari pada
efektivitas kegiatan yang merupakan tanggung jawab dalam suatu
organisasi.

Ketepatan dalam menentukan pilihan, dalam menentukan pilihan
tidaklah merupakan suatu persoalan yang mudah dan bukan
hanya suatu prediksi melainkan melalui suatu proses, sehingga
mampu menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang
terjujur diantara yang jujur atau juga kedua-duanya yang terbaik

dan terjujur diantara yang baik dan jujur.



5)

6)

7)

8)

14

Ketepatan Berpikir, ketepatan didalam berfikir akan menciptakan
keefektivan sehingga kesuksesan yang sering diharapkan itu
dalam melakukan kerjasama akan memberikan hasil yang
maksimal.

Ketepatan dalam melakukan perintah Keberhasilan aktivitas
suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan
seorang pemimpin, misalnya kemampuan didalam memberikan
perintah yang jelas serta mudah dimengerti oleh bawahannya.
Jika perintah yang diberikan tidak mampu dimengerti serta
dipahami maka dapat terjadi kegagalan yang akan memberikan
pengaruh buruk terhadap organisasi.

Ketepatan dalam menentukan tujuan, merupakan aktivitas
organisasi didalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya. Tujuan yang tepat akan mampu mendukung
efektivitas pelaksanaan terutama yang berorientasi kepada jangka
panjang.

Ketepatan Sasaran, Penentuan sasaran yang tepat dari suatu
invividu atau organisasi akan sangat menentukan keberhasilan
aktivitas organisasi, begitu juga sebaliknya jika sasaran yang
ditentukan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan

kegiatan tersebut.

Selanjutnya menurut Sutrisno (2007: 125-126) yang menyatakan

untuk mengetahui sejauh mana keefektifan suatu program dalam

organisasi menggunakan indikator-indikator sebagai berikut :

1) Pemahaman program, dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat

memahami kegiatan program, bagaimana suatu program
direalisasikan sehingga dapat dengan mudah diterima dan
dipahami, bisa mencakup mengenai proses sosialisasi yang
dilakukan oleh pihak instansi kepada masyarakat dengan tujuan

memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang program
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tersebut. Suatu program dikatakan efektif apabila masyarakat tahu
dan paham kegiatan program tersebut.

2) Tepat Sasaran, dilihat dari apa yang diinginkan tercapai atau
menjadi kenyataan. Ketepatan sasaran merupakan hal yang sangat
penting untuk di nilai. Suatu program dikatakan efektif apabila
memenuhi hal-hal dan kriteria yang diperlukan. Dalam indikator
ketepatan sasaran ini hal yang perlu diperhatikan adalah
kelompok sasaran dimana perlu peninjauan langsung akan
keberadaan program yang sedang dijalankan.

3) Tepat Waktu, dilihat dari sejauh mana program bisa dijalankan
sebagaimana mestinya. Suatu program dikatakan efektif apabila
pelaksanaan program sesuai dengan aturan waktu yang telah
ditentukan sejak awal. Penggunaan waktu yang tepat akan
menciptakan pencapaian tujuan yang efektif. Semakin tepat pada
waktu saat pelaksanaan program maka semakin efektif program
dapat terealisasi.

4) Tercapainya Tujuan, diukur dengan melalui pencapaian tujuan
program yang telah dijalankan. Suatu program dikatakan efektif
apabila mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dapat
ditinjau mulai dari proses sosialisasi hingga evaluasi dalam
pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

5) Perubahan Nyata, diukur dengan melalui sejauhmana program
tersebut mampu memberikan suatu efek atau dampak serta
perubahan nyata bagi masyarakat. Meninjau keefektifan dapat
dilihat dari sejauhmana program memberikan dampak atau

manfaat pada masyarakat.

Keefektifan yang ditekankan pada indikator-indikator menurut
Sutrisno (2007: 125- 126) adalah untuk melihat seberapa efektif dan
sejauhmana dampak yang diberikan suatu program oleh organisasi.
Tiap indikator yang dimuat pun saling berhubungan satu sama lain
yang keseluruhan nya merujuk pada indikator terakhir yaitu perubahan
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nyata yang memberikan efek dan dampak bagi masyarakat dari

program tersebut.

Sehubungan dengan pendapat yang dikemukakan para ahli mengenai
pengukuran efektivitas, dapat disimpulkan bahwa ukuran efektifitas
sangat luas bergantung paad sudut pandang yang dipakai. Selaras
dengan hal itu pengukuran efektivitas juga memerhatikan banyak
aspek dan indikator, tetapi pada hakikatnya efektif atau tidak nya suatu
organisasi, program maupun kegiatan mengacu pada ketepatan sasaran
dan hasil capain atau output terhadap tujuan yang telah disepakati
sebelumnya. Jika hasil capaian dari program atau kegiatan tersebut
selaras dengan tujuannya maka program tersebut dikatakan efektif.
Begitupula sebaliknya jika hasil capaian nya tidak sesuai dengan

tujuan nya maka program atau kegiatan tersebut tidak efektif.

2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Dalam bahasan efektivitas setidaknya ada empat faktor yang

mempengaruhi efektivitas kerja, seperti yang dikemukakan oleh

Richard M. Steers dalam “Efektivitas Organisasi”, adalah sebagai

berikut :

1. Karakteristik Organisasi, yaitu karakteristik organisasi terdiri dari
struktur dan teknologi organisasi yang dapat mempengaruhi segi-
segi tertentu dari efektivitas dengan berbagai cara. Yang dimaksud
struktur adalah bagaimana cara organisasi menyusun orang-
orangnya dalam menyelesaikan pekerjaan, sedangkan yang
dimaksud teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk
mengubah masukan mentah menjadi keluaran (output).

2. Karakteristik Lingkungan, yaitu lingkungan eksternal dan internal .
kedua lingkungan ini hampir mirip tetapi terdapat perbedaan
didalamnya. Lingkungan eksternal yaitu semua kekuatan yang
timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan
serta tindakan di dalam organisasi. Sedangkan lingkungan internal

yang pada umumnya disebut iklim organisasi, meliputi macam-
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macam atribut lingkungan kerja yang mempunyai hubungan
dengan segi-segi tertentu dari efektivitas, khususnya atribut-atribut
yang diukur pada tingkat individual. Tampaknya bahwa hubungan
organisasi dengan lingkungannya sangat bergantung pada tiga
tingkat variabel kunci: tingkat keterdugaan tentang keadaan
lingkungan, tingkat persepsi tentang keadaan lingkungan, dan
tingkat rasionalisme organisasi. Ketiga variabel ini mempengaruhi
seberapa cepat organisasi menanggapi perubahan lingkungan.

3. Karakteristik Pekerja, yaitu para pekerja atau anggota organisasi
merupakan faktor pengaruh yang paling penting karena perilaku
merekalah yang akan menentukan apakah tujuan organisasi dalam
jangka panjang akan tercapai atau tidak. Karena pekerja adalah
sumber daya yang langsung berhubungan dengan pengelolaan
semua sumber daya yang ada di organisasi, perilaku pekerja sangat
berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi.

4. Kebijaksanaan dan Praktek Manajemen Secara umum, Yyaitu
melalui perencanaan, koordinasi, dan memperlancar kegiatan yang
dimaksud, para pemimpin memainkan peran penting dalam
keberhasilan suatu organisasi. Para pemimpin harus memastikan
bahwa struktur organisasi sesuai dan menguntungkan teknologi
dan lingkungan saat ini. Untuk memastikan bahwa karyawan
memenuhi kebutuhan dan tujuan pribadi mereka sambil mencapai
tujuan organisasi, para pemimpin harus menetapkan sistem
kompensasi yang adil. Fungsi pemimpin ini mungkin paling
penting. Dengan semakin kompleksnya proses teknologi dan
keadaan lingkungan yang semakin rumit dan kejam, peran
manajemen dalam mengatur orang dan proses untuk keberhasilan

organisasi menjadi semakin sulit dan penting.

Selanjutnya, Suranto dalam Tangkilisan (2003) menyatakan bahwa ada
dua komponen yang dapat mempengaruhi efektivitas: faktor internal
dan eksternal. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan sebagai berikut :
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1. Faktor Internal, yaitu adanya Kerjasama yang didalam sebuah
program tertentu. Baik itu diantara individu dengan individu
ataupun antara individu dengan instansi. Hubungan simbiosis yang
baik maka kesuksesan pencapaian tujuannya akan lebih cepat.

2. Faktor eksternal, yakni suatu hubungan pertukaran dengan
beberapa lembaga dan melibatkan diri dengan tujuan guna
memperoleh dukungan, mengatasi hambatan. Maksudnya adalah
berkaitan dengan hubungan dengan pihak luar yang berkaitan

dengan keberhasilan untuk mencapai tujuan.

Sehubungan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh ahli-ahli
diatas bahwasanya poin-poin diatas dapat mempengaruhi tingkat
efektivitas dari suatu organisasi, program atau kegiatan. Oleh sebab
itu, faktor-faktor tersebut menjadi penting dan harus dipertimbangkan
sedemikian rupa guna mencapai hasil yang selaras dengan sasaran dan

tujuan yang direncanakan.

2.2 Gotong Royong

2.2.1 Definisi Gotong Royong
Gotong-royong biasanya didefinisikan sebagai "bekerja sama atau
tolong-menolong, bantu membantu” dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Namun, dari sudut pandang antropologi pembangunan,
Koentjaraningrat mendefinisikan gotong royong sebagai pengerahan
tenaga manusia tapa bayaran untuk suatu proyek atau pekerjaan yang
bermanfaat bagi masyarakat umum atau bermanfaat bagi pembangunan
(Koentjaraningrat, 1974: 60). Kata "gotong royong" berasal dari kata
Jawa "gotong", yang berarti "pikul” atau "angkat", dan "royong", yang
berarti "bersama-sama". Jadi, "gotong royong" secara sederhana berarti

mengangkat sesuatu atau mengerjakan sesuatu secara bersama-sama.

Gotong royong adalah perilaku sosial yang didasarkan pada nilai-nilai

sosial budaya seperti solidaritas, kebersamaan, suka rela, dan
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kerukunan. Nilai gotong royong dalam perspektif sosio budaya
didefinisikan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu secara
kolektif demi kepentingan bersama atau individu tertentu.( Pranadiji,
2009 : 62). Gotong royong adalah sikap positif yang mendukung
kemajuan desa. Selain itu, gotong royong harus dijaga sebagai

kebiasaan melakukan pekerjaan bersama (Kusnaedi, 2006: 16).

Gotong royong merupakan bagian dari etika sosial dan budaya yang
bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam, yang ditunjukkan
dengan menunjukkan sikap yang jujur, peduli, memahami, menghargai,
menolong, dan mencintai sesama warga negara. Dengan menghargai
dan mengembangkan budaya lokal, termasuk gotong royong, etika ini
bertujuan untuk menghidupkan kembali kehidupan berbangsa yang
berbudaya tinggi. Untuk mencapai hal ini, bangsa harus mampu
beradaptasi dan berinteraksi dengan bangsa lain dengan proaktif dalam
menghadapi tuntutan globalisasi. (Tap MPR NO. VI/MPR/2001).

Selaras dengan beberapa definisi diatas bahwasanya gotong royong
diartikan sebagai bentuk tolong menolong dalam mengerjakan suatu
hal. Gotong royong sendiri memberikan dampak positif dan kemajuan
bagi individu maupun kelompok yang mengerjakannya. Sehubungan
juga dengan manfaat dari gotong royong tersebut gotong royong
berdasar pada nilai-nilai sosial budaya, yang seperti kita tahu bahwa
nilai-nilai tersbebut sangat positif dan merujuk pada persatuan dan

kerukunan dalam bermasyarakat.

2.2.2 Bentuk-bentuk Gotong Royong
Dalam masyarakat Indonesia, ada dua jenis gotong royong, yaitu
gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti.
Gotong royong jenis ini yaitu tolong menolong masih memiliki ciri-
ciri gotong royong yang asli, yaitu tolong menolong yang terbatas
pada beberapa keluarga tetangga atau satu lingkungan. Dalam hal

kematian, perkawinan, membangun rumah, dan sebagainya. Sifat
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sukarela tanpa intervensi maupun paksaan. Gotong royong semacam
ini  terlihat sepanjang masa dan tidak berubah karena
merupakan hanya suatu kebiasaan, suatu kebiasaan yang diwariskan
dari generasi ke generasi. Sedangkan bentuk gotong royong kerja
bakti adalah satu bentuk arahan tenaga kerja tanpa bayaran untuk
proyek yang bermanfaat bagi masyarakat umum atau pemerintah.
Gotong royong kerja bakti ini berasal dari zaman kerajaan kuno,
ketika penduduk desa dipekerjakan tanpa kompensasi untuk proyek
pembangunan untuk raja, kerajaan, atau agama.Selama penjajahan,
sistem kerja bakti digunakan untuk mempekerjakan orang untuk
pekerjaan pemerintah kolonial. Namun, penting untuk membedakan
jenis Kkerja bakti ini dari yang bersifat perintah dan sukarela.
(Koentjaraningrat, 1990:48).

Gotong royong kerja bakti Kkita juga harus membedakan antara: (1)
kerjasama untuk proyek-proyek yang timbul dari inisiatif atau
swadaya warga desa sendiri dan (2) kerjasama untuk proyek-proyek
yang dipaksakan dari atas (pemerintah). (Koentjaraningrat, 1990:48).
Oleh karena itu, kegiatan gotong royong dapat dikategorikan ke dalam
berbagai bidang kehidupan, seperti:
a. Gotong Royong dalam bidang ekonomi
Gotong royong dalam kegiatan ekonomi desa mencakup berbagai
kegiatan, seperti memperbaiki saluran irigasi sawah, jalan umum,
jembatan, dan sebagainya. Semua kegiatan ini dilakukan untuk
kepentingan bersama dan menghasilkan manfaat fisik dan materi
yang dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat.
b. Gotong royong dalam bidang lingkungan
Dalam hal ini, kegiatan gotong royong seperti pembuatan balai
desa, rumah ibadah, jembatan umum, dan sebagainya masih ada
dalam masyarakat, tetapi tingkatnya mulai menurun karena
kesibukan setiap hari anggota masyarakat. Orang-orang sibuk
bekerja di pagi hari dan hanya berkumpul dengan keluarga di
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malam hari, sehingga sulit untuk melakukan kegiatan yang
membutuhkan kerja sama masyarakat.

c. Gotong royong dalam bidang kemasyarakatan
Dalam bidang kemasyarakatan, kegiatan gotong royong
mencakup menangani bersama akibat bencana seperti kebakaran,
bencana alam, kematian, perkawinan, membersihkan kampung,
dan sebagainya. Kegiatan gotong royong ini masih ada dan terus
berlanjut, tetapi mereka juga mulai berubah karena alasan yang
sama dengan kegiatan gotong royong dalam bidang teknologi dan
perlengkapan hidup.

d. Gotong royong dalam bidang sosial budaya dan keagamaan
Gotong royong religius atau keagamaan, terutama di daerah
pedesaan, masih berjalan dengan baik, terutama dalam hal
kegiatan keagamaan seperti memperingati Maulid Nabi
Muhammad Sallallahu alaihi Wasaallam, membangun atau
membersihkan masjid dan halam masjid, membangun tempat

ibadah umum, (TPA), dan sebagainya.

Berdasarkan bentuk-bentuk gotong royong diatas secara garis besar
gotong royong dibedakan menjadi 2 yaitu gotong royong tolong
menolong serta gotong royong kerja bakti. Dua hal dibedakan
menurut sifat sukarela dengan sifat bentuk arahan tanpa bayaran
maupun paksaan. Gotong royong juga mempunyai beberapa bidang
dalam pengerjaan nya, seperti gotong royong dalam bidang
lingkungan, ekonomi, kemasyarakatan serta sosial budaya dan

agama.

2.3 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)

2.3.1 Definisi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005,
pengertian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) adalah

kegiatan gotong royong masyarakat yang berlangsung selama satu
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bulan penuh, yang merupakan akumulasi dari sebelas bulan kegiatan
gotong royong.

Sehubungan dengan hal tersebut gotong royong adalah kegiatan kerja
sama dalam berbagai bidang pembangunan yang bertujuan untuk
meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan peran
aktif masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan hasil
pembangunan, dan meningkatkan peran dan fungsi lembaga
pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pemerintahan kelurahan guna
memberdayakan masyarakat.

Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dilakukan
dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat dengan memperoleh
dukungan/bantuan dari departemen, lembaga pemerintah non
departemen. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh elemen masyarakat
dan lembaga kemasyarakatan seperti; Tim Penggerak PKK, Karang
Taruna, RT/RW dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
atau Sebutan Lain.

2.3.2 Perorganisasian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

(BBGRM)
Pengorganisasian kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM) dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Pasal 5 s.d pasal 9. Pasal 5
terdapat dua ayat, yaitu 1) Pemerintah membentuk Tim Pembina Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang anggotanya terdiri dari
departemen, lembaga pemerintah non departemen, Dunia Usaha, LSM,
dan unsur-unsur terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat; dan 2) Pemerintah mengarahkan dan memfasilitasi
Pemerintah Provinsi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat. Lebih lanjut pada Pasal 6
terdapat dua ayat pula, yaitu 1) Pemerintah Provinsi membentuk Tim

Pengarah Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat provinsi
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yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah provinsi dan
instansi terkait dengan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat; dan 2) Pemerintah Provinsi mengarahkan dan
memfasilitasi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat.

Pada tingkat Kabupaten/Kota pengorganisasian kegiatan Bulan Bhakti
Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) diatur pada Pasal 7 yang terdiri
atas dua ayat, yaitu 1) Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim
Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat tingkat Kabupaten
dan Kota yang anggotanya terdiri dari unsur pemerintah daerah
kabupaten dan kota serta instansi/lembaga pemerintah dan lembaga non
pemerintah terkait sesuai dengan bidang kegiatan Gotong Royong
Masyarakat; dan Pemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi Kecamatan,
Desa dan Kelurahan dalam perencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat.

Selanjutnya pada tingkat Kecamatan di Pasal 8 yang terdiri atas dua
ayat telah diatur bahwa 1) Camat membentuk Tim Pendamping Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat Kecamatan yang keanggotaannya
terdiri dari instansi terkait, Lembaga Kemasyarakatan, LSM, tokoh
masyarakat kecamatan; dan 2) Tim Pendamping Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat Kecamatan melakukan pendampingan terhadap
Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menggerakkan masyarakat
mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan pengembangan tindakianjut
kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat.

Sementara pada tingkat Desa/Kelurahan diatur pada Pasal 9 yang terdiri
atas dua ayat yaitu 1) Pemerintah Desa dan Kelurahan membentuk Tim
Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat desa dan
kelurahan yang keanggotaannya terdiri dari instansi terkait, Lembaga
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Kemasyarakatan desa dan kelurahan, KPM, LSM, tokoh masyarakat
desa/kelurahan; dan Tim Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat desa/kelurahan melakukan persiapan, pelaksanaan dan
pengembangan tindak lanjut kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong
Masyarakat bersama masyarakat.

Selain terdapat pengorganisasian tim pelaksana, terdapat juga
pembinaan pengendalian Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM) yang diatur dalam Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 Pasal
11 ayat (1 dan 2). Pada ayat 1) dijelaskan bahwa: Menteri Dalam
Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta Camat melakukan
pembinaan dan pengendalian pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat secara berjenjang sesuai dengan tingkat
kewenangan masing-masing; sementara ayat 2) menjelaskan bahwa:
Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa melakukan pembinaan sehari-hari.

Adapun monitoring, evaluasi dan pelaporan diatur dalam Permendagri
Nomor 42 Tahun 2005 Pasal 12 dan 13. Pada Pasal 12 menyatakan
bahwa: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan Walikota serta
Camat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan bulan
bhakti gotong royong masyarakat secara berjenjang sesuai dengan
tingkat kewenangan masing-masing. Sementara pada Pasal 13
dijelaskan bawa: Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati dan
Walikota, Camat, Kepala Desa dan Lurah menyampaikan laporan
pelaksanaan kegiatan bulan bhakti gotong royong masyarakat secara

berjenjang.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwasanya perorganisasian dalam
program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) diatur
sedemikian rupa dan kompleks guna kejelasan dalam pelaksanaanya
serta melibatkan banyak pihak baik lembaga pemerintah dan lembaga
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non pemerintah serta unsur-unsur terkait dengan program tersebut.
Dalam hal ini juga perorganisasian nya diatur sedari yang teratas hingga
terbawah yaitu dari tingkat daerah sampai tingkat kelurahan. Selain itu
terdapat juga pengaturan terhadap pembinaan pengendalian, yaitu
monitoring evaluasi dan pelaporan Program Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM vyang dilakukan secara berjenjang dan

sesuai kewenagan nya masing-masing.

2.3.3 Bidang-bidang Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBGRM)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005, Pasal 10, Ayat

(1-4), menjelaskan bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat (BBGRM). Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

berfokus pada empat bidang: kemasyarakatan, ekonomi, sosial budaya,

dan agama, dan lingkungan.

1. Kegiatan gotong royong di bidang kemasyarakatan, meliputi :
penguatan sistem keamanan lingkungan; pembangunan dan
pemeliharaan pos keamanan lingkungan; peningkatan kemampuan
satuan Pertahanan Sipil/Hansip dan satuan Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di Desa dan Kelurahan; penegakkan
ketenteraman dan Kketertiban masyarakat; penyuluhan tentang
idiologi negara, wawasan kebangsaan, serta persatuan dan kesatuan
nasional; penyuluhan hukum yang berkenaan dengan kepentingan
masyarakat; penyuluhan tentang kesadaran membayar pajak;
penggerakkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa dan
kelurahan secara gotong royong dan swadaya; kegiatan lainnya
yang berkaitan dengan bidang kemasyarakatan.

2. Kegiatan gotong royong dibidang ekonomi meliputi: penguatan
peranan koperasi dalam mendukung perekonomian masyarakat;
fasilitasi pengembangan usaha mikro dan usaha kecil masyarakat;
fasilitasi pengembangan lembaga simpan pinjam; pengembangan
budidaya pertanian tanaman pangan dan  hortikultura;

pengembangan budaya menabung di kalangan masyarakat;
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pembangunan dan perbaikan prasarana perekonomian masyarakat
(seperti bendungan desa, saluran irigasi, lantai jemur, lumbung
pangan masyarakat, jalan desa, dermaga desa, tambatan perahu,
dan prasarana perekonomian lainnya); kegiatan lainnya yang
berkaitan dengan bidang ekonomi.

3. Kegiatan gotong royong dibidang sosial budaya dan agama
meliputi: penyuluhan kesehatan (seperti kesehatan ibu dan anak,
kesehatan lingkungan atau sanitasi, kesehatan reproduksi remaja,
bahaya Narkoba, bahaya HIV/AIDS); pelayanan kesehatan massal
(seperti pelayanan posyandu untuk ibu dan anak, immunisasi,
khitanan massal, dll); bantuan bagi Orang Tua Lanjut Usia; lomba
kesehatan (seperti lomba makanan sehat dan bergizi, Lomba balita
sehat, dll); pembangunan dan pemeliharaan prasarana kesehatan
(seperti prasarana dan sarana posyandu); pembangunan dan
pemeliharaan sarana olahraga; perlombaan dan pertandingan
olahraga; Pertemuan organisasi kepemudaan (seperti karang taruna,
remaja mesjid, dll); perlombaan dan pertunjukan seni dan budaya;
pembangunan dan pemeliharaan sarana-sarana ibadah; kegiatan
lainnya yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan agama.

4. Kegiatan gotong royong dibidang Lingkungan meliputi:
pembangunan dan pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan
lingkungan, jembatan desa, drainase, prasarana persampahan,
jamban, dan prasarana lingkungan lainnya); pembangunan dan
pemeliharaan prasarana air bersih; pembersihan dan penyehatan
lingkungan pemukiman; penyuluhan tentang kesehatan lingkungan;
konservasi, rehabilitasi, dan reboisasi lahan kritis; kegiatan lainnya
yang berkaitan dengan bidang lingkungan.

Sehubungan dengan bidang-bidang kegiatan Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat (BBGRM) diatas dapat disimpulkan bahwa
bidang-bidang tersebut berfokus pada pemberdayaan dan penguatan
pada bidangnya, tetapi disamping itu juga ada dilakukannya
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penyuluhan, pembangunan serta pemeliharaan. Bidang-bidang tersebut
disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang diinginkan oleh pelaksana
dan memiliki prioritas dalam pelaksanaannya, yang tentu hal tersebut
tetap dalam 4 bidang vyaitu bidang kemasyarakatan, ekonomi,

lingkungan dan sosial budaya serta agama.

2.4 Kerangka Pikir
Kerangka pikir adalah konsep dan cara berpikir peneliti mengenai hubungan
antara konsep berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dicantumkan dengan
menggunakan teori dan indokator sebagai alat analisis guna menjawab
pertanyaan dan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan indikator
teori yang dikemukakan oleh Budiani (2007:53) sebagai alat untuk ukuran
efektivitas dalam suatu program, yakni ketepatan sasaran program, sosialisasi

program, pencapaian tujuan program dan pemantauan program.



Permendagri Nomor 42 Tahun 2005 Tentang
Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong

Royong Masyarakat (BBGRM)
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Pemahaman program

Tepat sasaran

Tepat Waktu

Tercapainya tujuan

Perubahan Nyata

Efektivitas Program Bulan Bhakti Gotong Royong

Masyarakat Kota Bandar Lampung

Gambar 2. Kerangka Pikir
Sumber: Data diolah peneliti, 2023




I1l. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan tergolong pada tipe penelitian deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Metode penelitian deskriptif menggunakan data-data
yang diperoleh berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, hal tersebut
digunakan guna menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Laporan-
laporan yang ada pada penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data guna
memberikan gambaran dalam penyajiannya. Data-data tersebut diperoleh dari
naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan lapangan maupun dokumen
resmi (Moeloeng, 2011:11).

Menurut Moeloeng (2005:6) penelitian pendekatan kualitatif adalah
penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang
dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan
dll secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan
bahasa, dalam suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai macam metode ilmiah.

Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah karena
fenomena yang akan dikaji dapat teruraikan dengan metode ini. Penelitian
dengan judul efektivitas program bulan bhakti gotong royong masyarakat
oleh dinas pemberdayaan masyarakat ini diharapkan dapat disajikan dan
dijelaskan dengan bahasa-bahasa dan gambar sehingga lebih sistematis.
Dengan begitu, program bulan bhakti gotong royong masyarakat oleh dinas
pemberdayaan masyarakat dapat dikaji lebih dalam  mengenai

hasil/keluarannya yaitu efektik atau tidak.
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3.2 Fokus Penelitian
Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi dan menjadikan penelitian
ini lebih terarah. Hal tersebut menjadikan kriteria dari informasi yang didapat
menjadi lebih fokus sehingga memenuhi kriteria untuk dijadikan kutipan-
kutipan data yang akan dipakai. Dalam penelitian kualitatif ada yang disebut
batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan
fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono,
2013:207). Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus pada proposal lebih
didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperolah dari situasi
sosial (lapangan) (Sugiyono, 2013:209). Sesuai judul yang penulis angkat,
penelitian ini akan berfokus untuk mengkaji efektivitas progam bulan bhakti
gotong royong masyarakat Kota Bandar Lampung dengan menggunakan
indikator yang dikemukakan oleh Sutrisno (2007: 125- 126), yaitu :
Pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, tercapainmya
tujuan dan perubahan nyata
1. Pemahaman program
Pemahaman program berarti subjek maupun objek harus memahami
mengenai program tersebut, yang hal itu dicapai dengan sosialisasi
program maupun kegiatan lain yang bersifat pembinaan yang dilakukan
oleh organisasi terkait. Dimana Dinas Pmberdayaan Masyarakat Kota
Bandar Lampung memberikan sosialisasi pembinaan program Bulan
Bhakti Gotong Royong Masyarakat kepada kelompok binaan agar paham
akan arahan, teknis dan tujuan dari program tersebut.
2. Ketepatan sasaran
Perlu adanya pertimbangan yang baik dalam merumuskan sasaran agar
menjadi tepat, hal ini sangat penting karena kelompok binaan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung mencakup seluruh
kecamatan dan keluarahan di Kota Bandar Lampung. Kesesuaian dengan
apa yang dibutuhkan serta peninjauan langsung ke wilayah kelompok
bianaan yang menjadi prioritas dan rentan juga sangat diperlukan.

Sehingga sasaran yang diinginkan akan tercapai.
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3. Ketepatan Waktu
Hal teknis seperti ketepatan waktu pelaksanaan program menjadi ukuran
dasar untuk tercapai nya keefektifan suatu program. Dimana dalam
pelaksanaan program harus sesuai dengan waktu yang telah dirancang
dan ditentukan sebelumnya. Semakin tepat waktu program yang
dilakukan maka akan semakin efektif pula program tersebut. Hal ini
menjadi salah satu parameter bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bandar Lampung dalam melaksanakan program Bulan Bhakti Gotong
Royong Masyarakat

4. Tercapainya tujuan
Program yang efektif tentu memiliki tujuan yang tercapai. Tujuan
program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat sendiri akan tercapai
jika segala rangkaian proses dari awal hingga akhir berjalan dengan baik
dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Dimana tahap
perencanaan, sosialisasi, penentuan sasaran, pelaksanaan program dan
evaluasi ditinjau baik dan tepat.

5. Perubahan nyata
Esensi suatu program adalah adanya perubahan yang nyata akibat
program yang dilakukan, dimana program BBGRM diharapkan ber efek
dan berdampak nyata sesuai dengan tujuan nya yaitu penguatan integrasi

sosial yang ada dimasyarakat.

3.3 Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan melaksanakan
penelitiannya yang didalamnya terdapat informasi dan data yang akan dipakai
guna memecahkan masalah penelitian. Lokasi penelitian yang ditetapkan oleh
peneliti adalah di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung

dan Kecamatan Tanjung Karang Barat.

3.4 Jenis dan Sumber Data
Sumber data adalah benda, hal, atau orang maupun tempat yang dapat

dijadikan sebagai acuan peneliti untuk melakukan analisis data untuk
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mendapatkan informasi yang akurat dengan fokus penelitian. Data kualitatif
biasanya berdasarkan pertanyaan yang diajukan peneliti. Data kualitatif juga
bisa disebut sebagai data yang mendekati dan mencirikan sesuatu. Data ini
dapat diamati, dicatat maupun direkam. Jenis data ini biasanya dikumpulkan
melalui metode observasi, wawancara satu lawan satu, melakukan focus grup
dan metode lain tentang serupa. Data kualitatif dapat disusun secara kategoris
berdasarkan atribut dan sifat dari suatu hal atau fenomena tertentu
(Nasutuion, 2023). Jenis data dalam penelitian ini yaitu adalah sebagai
berikut :
1. Data Primer
Data primer merupakan data yang diperoleh oleh peneliti dengan
wawancara dan observasi. Data ini diterima dengan melakukan
wawancara kepada objek penelitian yakni informan terkait permasalahan
penelitian. Wawancara yang dilakukan tentu menerapkan panduan
wawancara. Wawancara yang dilakukan dapat dilakukan dengan langsung
maupun secara tidak langsung. Selanjutnya dilakukan observasi guna
memperoleh data tambahan yang menguatkan data dari wawancara yang
dilakukan.
Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Staff, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Tanjung Karang Barat serta Masyarakat Kecamatan Tanjung Karang
Barat
2. Data Sekunder
Data sekunder merupakan data yang bersumber tidak langsung
memberikan data kepada peneliti, melainkan lewat studi kepustakaan atau
studi dokumentasi (Sugiyono, 2013). Data sekunder pada penelitian ini
diperoleh dari referensi, literature yang berupa jurnal ilmiah, artikel,
peraturan menteri dan peraturan walikota atau dokumen negara lainnya,
media cetak dan situs website di internet yang relevan terhadap penelitian
yang dilakukan.
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3.5 Informan
Pada penelitian kualitatif, informan adalah hal sangat diperlukan dalam
melakukan penelitian karena informan menjadi sumber utama dalam
penelitian untuk memperoleh data, terutama data primer. Sumber informasi
(narasumber) atau informan adalah aktor kunci dalam penelitian lapangan
merupakan anggota yang dihubungi peneliti dan yang menjelaskan atau
menginformasikan tentang lapangan. Walaupun hampir setiap orang dapat
menjadi seorang informan, tidak setiap orang menjadi informan yang baik
(Spradley, 1975:45). Informan pada sebuah penelitian, dapat diartikan sebagai
orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan
kondisi latar penelitian. Sehingga, informan tersebut harus mempunyai
banyak pengalaman tentang latar penelitian dan harus sukarela menjadi

anggota tim penelitian walaupun hanya bersifat informal (Moleong, 2011).

Teknik yang dilakukan peneliti dalam menentukan informan sebagai aktor
utama dan sumber utama dalam memperoleh data adalah teknik purposive
sampling. Purposive sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan
sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Pengambilan sampel
tersebut dilakukan secara sengaja dengan jalan mengambil sampel tertentu
saja yang mempunyai karakteristik, ciri, kriteria, atau sifat tertentu. Dengan
demikian, pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak. Purposive
sampling juga disebut dengan judgment sampling, yaitu pengambilan sampel
yang didasarkan kepada penilain (judgment) peneliti mengenai siapa saja
yang memenuhi syarat untuk dijadikan sampel (Nasution, 2023). Berikut
daftar informan dalam penelitian ini, yakni :

Tabel 2. Informan Penelitian

No Nama Jabatan/Status

1 Yustam Effendi, S.E., M.H Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandar Lampung

2 Widya Nuri Wati, S.STP., Sekretaris Dinas Pemberdayaan
M.M Masyarakat Kota Bandar Lampung

3 Faisal Risa, S.Ag., S.H.,, M.H Kepala  Bidang  Pemberdayaan

Masyarakat Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandar Lampung
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No Nama Jabatan/Status

4 Ahmad Sahroni Staff Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandar Lampung

5 Hendry Kepala Seksi Pemberdayaan

Masyarakat Kecamatan Tanjung
Karang Barat

6 Bastoni Masyarakat Kecamatan Tanjung
Karang Barat

3.6 Teknik Pengumpulan Data
Penggunaan teknik yang tepat dapat mempengaruhi hasil suatu penelitian,
maka dari itu teknik pengumpulan data ini menjadi penting dalam sebuah
penelitian. Teknik pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

3.6.1 Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara yang memberikan atas jawaban itu
(Moeloeng, 2010 : 187). Wawancara yang dilakukan dalam penelitian
ini yaitu wawancara terstruktur, karena peneliti telah menyiapkan
instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang
alternatif jawabannya pun telah disipakan. Dengan wawancara ini
responden atau informan diberikan pertanyaan yang sama, dan peneliti
mencatatnya (Nasution, 2023). Selain itu wawancara yang dilakukan
peneliti tetap memerhatikan panduan wawancara dengan tujuan agar

wawancara tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

Peneliti telah melakukan wawancara di lokasi penelitian yang sudah
ditetapkan sebelumnya yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Kecamatan Tanjung Karang Barat. Peneliti menggunakan wawancara
terstruktur dan direkam menggunakan handphone lalu dicatat dicatatan
pribadi. Berikut deksripsi wawancara dan informan yang digunakan

peneliti.
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1. Pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 dengan bapak Yustam
Effendi, S.E., M.H. selaku Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandar Lampung pada pukul 13.00 WIB

2. Pada Selasa tanggal 27 Februari 2024 dengan ibu Widya Nur Wati,
S.STP., M.M. selaku Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandar Lampung pada pukul 13.51 WIB

3. Pada Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan bapak Faisal Risa,
S.Ag.,, S.H., M.H. selaku Kepala Bidang Pemberdayaan
Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar
Lampung pada pukul pada pukul 14.04 WIB

4. Pada Senin tanggal 26 Februari 2024 dengan bapak Ahmad Sahroni
selaku Staf Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar
Lampung pada pukul 11.12 WIB

5. Pada Jumat 8 Maret 2024 dengan bapak Hendry selaku Kepala
Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Barat
pada pukul 10.00 WIB

6. Pada Jumat 8 Maret 2024 dengan bapak Bastoni selaku masyarakat
Kecamatan Tanjung Karang Barat pada pukul 10.54 WIB

3.6.2 Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung dan tidak

langsung, dengan mengambil peran atau tidak berperan Nugrahani,
(2014:135). Marshall menjelaskan bahwa melalui observasi dapat
memungkinkan peneliti untuk memahami perilaku, dan makna dari
perilaku yang sedang diteliti (dalam Sugiyono, 2013). Dalam penelitian
ini observasi dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian
untuk mengamati, meninjau dan mencatat kejadian di lapangan untuk
memperoleh data yang dibutuhkan. Selain itu, observasi yang dilakukan
peneliti antara lain melalui media sosial Instagram dan media berita
yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Observasi
yang digunakan adalah observasi tidak terstruktur karena pengamatan
akan dilakukan ketika mendapatkan hal-hal yang memungkinkan untuk

mendukung data.
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Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan turun langsung ke
lokasi penelitian untuk mengamati, meninjau dan mencatat kejadian
dilapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Observasi yang
dilakukan peneliti antara lain dengan mengikuti program BBGRM Kota
Bandar Lampung 2023 serta observasi ke kelompok binaan sasaran.

3.6.3 Dokumentasi
Dokumentasi  dilakukan untuk mengumpulkan data-data berupa
peraturan peraturan, laporan kegiatan, arsip-arsip dan buku-buku, foto
dan data lain yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi tidak kalah
pentingnya dengan sumber data utama, karena studi dokumentasi atau
telaah pustaka bertujuan sebagai data penunjang dan data riil yang
tersedia dilokasi penelitian maupun sumber lain. Alasan lain peneliti
melakukan teknik dokumentasi pada penelitian ini adalah studi
dokumentasi dapat menjadi bukti bahwasanya peneliti telah benar-benar
melakukan penelitian ke objek yang diteliti dengan melakukan
wawancara dan observasi sehingga memenuhi data yang diperlukan

oleh peneliti.

Studi dokumentasi dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan
mempelajari laporan akhir program BBGRM Tahun 2022 dan laporan
akhir program BBGRM Tahun 2023 serta, dokumen-dokumen yang

berkaitan dengan kegiatan tersebut.

3.7 Teknik Pengolahan Data
Selanjutnya jika data sudah diperoleh, maka data tersebut diolah oleh peneliti,

adapun teknik pengolahan data yang digunakan, yakni :

3.7.1 Editing
Editing merupakan pengecekan atau penelitian kembali terhadap data
yang diperoleh untuk mengetahui dan menilai kesesuaian dan relevansi
data yang telah dikumpulkan agar bisa diproses lebih lanjut. Editing
data bertujuan untuk memberi kemudahan dan kejelasan terhadap data
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yang akan dipakai dan bersifat konsisten serta lengkap. Data tersebut
dipilah dan dipilih sesuai dengan kebutuhan dan relevansi pada
penelitian yang dikaji. Data yang dikumpulkan melalui wawancara,
observasi dan dokumentasi kemudian dideskripsikan dan disajikan

melalui tulisan dengan narasi yang mudah dipahami.

3.7.2 Interpretasi Data
Interpretasi data merupakan melakukan pembahasan atau hasil dengan
kata lain mengemukakan hasil analisis dengan tujuan teoritis dan
praktis penelitian (Silalahi, 2012). Data yang sudah memalui tahap
editing kemudian diteruskan dengan diberikan hasil analisis dan
penjabaran tentang hasil nya yang selanjutkan dilakukan penarikan

kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini.

3.8 Teknik Analisis Data
Menurut Bogdan (Soegiyono 2013:244) Analisis data merupakan proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan- bahan lain sehingga mudah
dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis
data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam
unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting
dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada
orang lain. analisis data dapat didefiniskan sebagai proses mengorganisasikan
dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan urutan dasar
sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti

yang disarankan oleh data (Moleong, 2014:208).

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganlisis data adalah
dengan model Miles and Hubermen. (Miles dan Huberman dalam Sugiyono,
2013:246) berpendapat bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif
dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah data selesali

dikumpulkan dalam pariode tertentu. selanjutnya dikemukakan bahwa
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aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan terus

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

3.8.1 Reduksi Data (Data Reduction)
Mereduksi data adalah merangkum, memilih dan memfokuskan pada
hal yang pokok dan penting untuk digunakan dalam penelitian. Proses
ini diperlukan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mendapat rangkuman data atau hal yang penting untuk keperluan
peneliti. Hal ini juga sebagai koreksi untuk peneliti jikalau ada data
yang masih diperlukan dan harus dilakukan pengambilan data kembali.
Tahapan yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data adalah,
merangkum keseluruhan data yang direpoleh dan
mengklasifikasikannya sesuai dengan kebutuhan data yang diperlukan
penelitian, sehingga hanya tersisa data yang penting dan terfokus pada

fokus penelitian.

3.8.2 Penyajian Data/Verifikasi (Data Display/Verification)
Langkah selanjutnya adalah menyajikan data, (Miles dan Huberman
dalam Soegiyono 2013:249) mengatakan bahwa yang paling sering
digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah
dengan teks yang bersifat naratif. Selain itu, penyajian data juga dapat
berupa, grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. Penyajian
data digunakan agar data lebih terorganisasikan, tersusun dalam pola
hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Pada penelitian ini
penyajian yang akan disajikan berupa teks yang bersifat deskriptif,
uraian-uraian singkat dan sejenisnya agar lebih mudah dipahami,
dengan memfokuskan pada tema yang diangkat yaitu efektivitas
program bulan bhakti gotong royong masyarakat oleh dinas

pemberdayaan masyarakat kota bandar lampung.

3.8.3 Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing)
Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan setelah
melakukan reduksi data dan menyajikan data. Penarikan kesimpulan

berarti peneliti melakukan verifikasi berupa makna, pola-pola,
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hubungan sebab akibat maupun penjelasan terhadap rumusan maslah
yang sudah ditetapkan diawal. Peneliti akan melakukan verifikasi pada
penelitian ini setalah langkah-langkah sebelumnya dilakukan yaitu
merangkum dan memfokuskan data yang diperlukan. Selanjutnya
melakukan penyajian data yang bersifat naratif dan deskriptif dan
terakhir menarik kesimpulan dengan sesuai dengan masalah dan tujuan
penelitian ini yaitu bagaimana efektivitas program bulan bhakti gotong
royong masyarakat oleh dinas pemberdayaan masyarakat kota bandar

lampung.

3.9 Teknnik Validasi Data
Validasi data atau keabsahan data merupakan konsep penting yang
diperbaharui dari konsep kesahihan/validitas dan keandalan/ralibilitas
menurut versi positivism dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan,
kriteria, dan paradigmanya sendiri (Moeloeng, 2014). Teknik validasi data
pada penelitian ini adalah menggunakan Triangulasi untuk melakukan uji
kredibilitas. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah pengecekan data
dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi
yang dipakai adalah triangulasi oleh Denzim yang mempunyai empat teknik
untuk memvalidasi yaitu penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.



V. GAMBARAN UMUM

4.1 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar

Lampung

4.1.1 Sejarah Terbentuknya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota

Bandar Lampung

Pada tahun 2008 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandar Lampung
Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, maka terbentuk
nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bernama Kantor
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang lebih dikenal
dengan nama Kantor PMK. Pada tahun 2011 bertransformasi menjadi
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kelurahan
(BPMPK) Kota Bandar Lampung. Sesuai Peraturan Wali Kota Bandar
Lampung Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja
Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Kelurahan Kota

Bandar Lampung.

Pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung
Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Terakhir,
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 800/8758/OTDA Tanggal 30 Desember
2021 Hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Lampung dan Surat Gubernur
Lampung Nomor 800/4819/07/2021 tanggal 31 Desember 2021 perihal
Persetujuan  Penyetaraan Jabatan di  Lingkungan Pemerintah

Kabupaten/Kota Provinsi Lampung, maka perlu menata kembali
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nomenklatur dan unit kerja dengan menetapkan susunan organisasi,
tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bandar Lampung, maka pada tahun 2021 terbitlah Peraturan Wali Kota
Bandar Lampung nomor 52 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kota Bandar Lampung.

Dengan dasar tersebut terbentuklah Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) bernama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar
Lampung, yang lebih dikenal dengan nama Dinas PMK Bandar

Lampung.

4.1.2 Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar

Lampung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung adalah
merupakan unsur pelaksana otonom daerah yang melaksanakan urusan
pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat dan kelurahan
berkedudukan dibawah bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui
Sekertaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar
Lampung mempunyai tugas pokok untuk membantu Wali Kota
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota

Bandar Lampung menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terakit

dengan tugas dan fungsinya.
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Dapat disimpulkan bahwa, tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandar Lampung tidak boleh keluar dari lingkup
tugasnya, yang tentu hal tersebut meliputi seputar pemberdayaan

masyarakat dan kelurahan di Kota Bandar Lampung.

4.1.3 Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Kota Bandar Lampung
Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar
Lampung sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor
52 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung
adalah sebagai berikut :
a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawabhi :
1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Pemberdayaan Kelurahan membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional Melalui Penyetaraan
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat membawahi Kelompok Jabatan
Fungsional Melalui Penyetaraan
e. Bidang Pengembangan Potensi Ekonomi Kelurahan membawahi
Kelompok Jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan

Berdasarkan susunan organisasi yang telah dijabarkan, didapati bahwa
terdapat 2 sub bagian dan 3 bidang yang dibawahi oleh Kepala Dinas,
kemudian sekretariat/sekretaris yang membawahi kedua sub bagian
serta ketiga bidang yang dibawahi langsung oleh Kepala Dinas, yang
hal tersebut mempunyai tanggung jawab dan wewenangnya masing-
masing. Adapun bagan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat

Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut :
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Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota

Bandar Lampung

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BANDAR LAMPUNG

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

PROGRAM

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto
EVA DWIANA

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2023

4.1.4 Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar
Lampung
Struktur dan susunan organisasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandar Lampung diduduki oleh pegawai-pegawai yang sesuai
dengan kompetensinya, Berikut adalah jumlah pegawai di Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung :

Tabel 3. Jumlah Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota
Bandar Lampung

No Status Pegawai Jumlah

1 Pegawai Negeari Sipil 21

2 Pegawai Tenaga Kontrak 8
Jumlah : 29

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung, 2023

Berdasarkan tabel diatas, memaparkan bahwa jumlah pegawai Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung adalah mayoritas

berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sebagian sisanya berstatus
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Pegawai Tenaga Kontrak (PTK). Hal tersebut menunujukan komposisi

kepegawaian yang ada di Dinas PMK cukup baik dan berkompeten.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Karang Barat

4.2.1 Sejarah berdirinya Kecamatan Tanjung Karang Barat
Kecamatan Tanjung Karang Barat berdiri sejak tahun 1959 sesuai
dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 berdasarkan , yaitu
berasal dari pemecahan Kecamatan Kota yang pada masa itu adalah
wilayah Kota Tanjung Karang-Teluk Betung. Selanjutnya Kecamatan
Kota terbagi menjadi 2 (dua) wilayah Kecamatan yaitu Tanjung Karang
dan Teluk Betung, kemudian Kecamatan Tanjung Karang terbagi
menjadi 2 (dua) Kecamatan yakni Kecamatan Tanjung Karang Barat

dan Kecamatan Tanjung Karang Timur.

Setelah era otonomi daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 4 Tahun 2001, Tentang Pembentukan dan
penghapusan, dan penggabungan Kecamatan dan Kelurahan, maka
Kecamatan Tanjung Karang Barat menjadi bagian dari wilayah
Kecamatan Kota Bandar Lampung. Pada Tahun 2012 melalui Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan
Kelurahan dan Kecamatan mengatur dan menetapkan 7 (tujuh)

kelurahan administrasi dari Kecamatan Tanjung Karang Barat, yaitu

Tabel 4. Jumlah Kelurahan Kecamatan Tanjung Karang Barat
No Kelurahan

Gedong Air

Kelapa Tiga Permai

Segala Mider

Sukadanaham

Sukajawa

Sukajawa Baru

Susunan Baru

Sumber : Kecamatan Tanjung Karang Barat, 2024

~NoO Ok WwWwN PR
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4.2.2 Kondisi Geografis Kecamatan Tanjung Karang Barat
Mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Peraturan
Daerah Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pembentukan
Kelurahan dan Kecamatan, luas wilayah Kecamatan Tanjung Karang
Barat adalah 1.211 Ha serta lingkup administrasi pemerintahannya
terdiri dari 17 Lingkungan (LK) dan 137 Rukun Tetangga (RT).

Adapun Letak geografis Kecamatan Tanjung Karang adalah sebagian
pecahan dari wilayah Kecamatan Tanjung Karang Pusat, kemudian
batas-batas wilayah administratif Kecamatan Tanjung Karang Barat
adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Langkapura
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecatan Tanjung Karang
Pusat dan Kecamatan Teluk Betung Barat
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Karang
Pusat dan Kecamatan Kedaton

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kemiling dan

Kecamatan Langkapura

Gambar 3. Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Tanjung Karang Barat

Sumber : Kecamatan Tanjung Karang Barat, 2024
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4.2.3 Struktur dan susunan Organisasi Kecamatan Tanjung Karang
Barat
Susunan dan struktur organisasi organisasi Kecamatan Tanjung Karang
Barat adalah sebagai berikut :
a. Camat
b. Sekretaris camat, membawahi :
1. Sub Bagian Penyelenggara Program Monitoring dan Evaluasi
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan

Seksi Pemerintahan

o o

Seksi Pelayanan Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban

=h @

Seksi Pembangunan

g. Seksi Pemberdayaan

Tabel 5. Susunan dan Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung Karang

Barat
Camat
Sekretaris Camat
| I |
Kastbag Kasubag umum
Penyelenggara g . Kasubag Keuangan
monitoring dan dan Kepegawaian
evaluasi
Kgsi Kasi Pelayanan Kasi Trantib Kasi Kasi
Pemerintahan Umum Pembangunan Pemberdayaan

Sumber : Diolah oleh peneliti, 2024
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4.2.4 Kondisi Kependudukan Kecamatan Tanjung Karang Barat
Dalam hal kependudukan, tentu rutin diadakannya pendataan
kependudukan oleh Kecamatan Tanjung Karang Barat dalam berbagai
aspek. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kecamatan Tanjung
Karang Barat didapati kondisi kependudukan di Kecamatan tersebut

adalah sebagai berikut :
a. Data jumlah penduduk
b. Data penduduk menurut pekerjaan
c. Data penduduk menurut usia
d. Data penduduk menurut agama
Untuk mengetahui kondisi kependudukan Kecamatan Tanjung Karang

Barat sesuai aspek-aspek yang disebutkan diatas, maka disajikan

gambar sebagai berikut :

N PENDUDUK -
Of | KELURAnsn AWAL BULAY
KK

Pl L+p
SEG.
ALAMIDER 2878 || 7441 | 7437 [14878

L

GEDONG AIR 3103 § 6312 | 6228 [1254 z
0f 9

0

1

0

SUKAJAWA BARU | 1373 mﬁ 5033
SUSUNAN BARU | | (13801 2128 2104 | 4232
KELAPA TIGA PER| 1405 | 2364 2502 | 4866

il 3
SUKADANAHAM | 1391 | 3043 | 2931 5974 4 6 o« B
SUKAJAWA 1895 1 4643 | 4846|9489 | 16 | 16| 32 PR RREE ;M

JUMLAH 13425 [23753]28616(32645) 132 1+ 2911 61 18| 19 1 31 109} o8 | 207 14 | 150129

Gambar 4. Data Jumlah Penduduk Kecamatan Tanjung Karang Barat
Sumber : Kecamatan Tanjung Karang Barat, 2024

Berdasarkan gambar diatas, menjelaskan bahwa jumlah penduduk
secara rinci dari 7 kelurahan di Kecamatan Tanjung Karang Barat.
Kelurahan Segala Mider dengan 2.878 Kepala Keluarga (KK) serta
14.878 jiwa. Selanjutnya, Kelurahan Gedong Air dengan 3.103 Kepala
Keluarga (KK) serta 12.540 jumlah penduduk. Kemudian, Kelurahan
Sukajawa Baru dengan 1.373 (KK) dan jumlah penduduk 5.033 jiwa.
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Seterusnya Kelurahan Susunan Baru dengan 1.380 (KK) dan total
penduduk 4.232 jiwa. Kemudian Kelurahan Kelapa Tiga Permai dengan
1.405 (KK) serta jumlah penduduk 4.866 jiwa. Kelurahan
Sukadanaham dengan 1.391 (KK) dan 5.974 jumlah penduduk.
Terakhir, Kelurahan Sukajawa dengan 1.895 (KK) serta 9.489 jumlah
penduduk. Sedangkan untuk jumlah penduduk dari keseluruhan
penduduk Kecamatan Tanjung Karang Barat adalah 57.210 jiwa dengan
rincian jumlah penduduk laki-laki 28.500 jiwa dan jumlah penduduk
perempuan 28.707 jiwa.

s L 4501 Hoswwal raw Hl ukavc uun [rexsionjaian o
cpgoEoooolnonB
Zodl 000 01| 2361 12} si3)) 101} 98 ] 0 1] 2066 3296 aosn 13909

ool 1615 L1670 Lz 01} 20 9 210 w10 o3 2460
oo 121 o sl o 1sioizs| o | 2 {237 355 | s 3796
21342100)

~HBEHREEE B

Gambar 5. Data Penduduk Menurut Pekerjaan
Sumber : Kecamatan Tanjung Karang Barat, 2024

Sesuai dengan data diatas, jumlah penduduk yang berstatus bekerja atau
memiliki pekerjaan adalah 39.360 jiwa. Selain itu, jenis pekerjaan
penduduk kecamatan Tanjung Karang Barat cukup beragam vyaitu
jumlah Pegawai Negeri Sipil 3.328 jiwa, selanjutnya ABRI 493 jiwa,
kemudian 7.712 pedagang, seterusnya 1.096 petani, tukang sebanyak
2.548 jiwa, sedangkan penduduk bekerja sebagai buruh berjumlah
8.280 jiwa, kemudian jumlah pensiunan 1.983 jiwa dan terakhir
pekerjaan lain sebanyak 14.769 jiwa. Kemudian, agama Islam masih
menjadi mayoritas agama yang diyakini oleh penduduk Kecamatan
Tanjung Karang Barat dengan jumlah 50.786 jiwa. Diikuti oleh
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penduduk beragama Kristen Protestan yaitu 619 jiwa. Kemudian 168
jiwa memeluk agam Kristen Katolik. Selanjutnya penduduk beragama
Hindu dan Budha berjumlah 296 jiwa. Dengan demikian, total

penduduk yang memilki agama atau keyakinan yang diakui oleh negara
dalah 52.500 jiwa.
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Gambar 6. Data Penduduk Menurut Agama
Sb : Kecamatan Tanjung Karang Barat, 2024
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Gambar 7. Data Penduduk Menurut Usia
Sumber : Kecamatan Tanjung Karang Barat, 2024
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Selaras dengan gambar yang disajikan diatas, bahwa penduduk
Kecamatan Tanjung Karang Barat mayoriras berusia rentang umur 25-
54 tahun dengan jumlah penduduk 16.703 jiwa, disusul dengan
penduduk berusia rentang 17-24 tahun yaitu 11.672 jiwa. Kemudian
penduduk berusia 55 tahun ke atas dengan jumlah 6.503 jiwa.
Selanjutnya penduduk berusia rentan 14-16 tahun yaitu 4.942 jiwa. Lalu
4.435 jiwa dengan usia rentang 7-13 tahun. Sedangkan penduduk

dengan usia 0-6 tahun berjumlah 7.907 jiwa.

Hal tersebut menjadikan penduduk dengan rentang usia produktif (15-
64 tahun) adalah mayoritas dari penduduk Kecamatan Tanjung Karang
Barat yaitu 36.428 jiwa. Sedangkan sisa penduduk lainnya adalah
penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Berdasarkan analisis dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka

didapati bahwa Program Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat di Kota
Bandar Lampung sudah efektif, karena 3 dari 5 indikator pengukuran
efektivitas sudah efektif dilakukan dan diterima oleh masyarakat. Hal ini
dapat dilihat dari indikator, sebagai berikut ;
1. Pemahaman program
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung telah efektif
dalam memberikan pemahaman program dengan tercapainya dua (2)
indikator yaitu pemahaman dan pengetahuan Program BBGRM kepada
kelompok binaannya yaitu masyarakat Kecamatan Tanjung Karang Barat
2. Tepat sasaran
Program BBGRM yang difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Kota Bandar Lampung sudah efektif dalam menentukan kelompok
binaan sasarannya yaitu Kecamatan Tanjung Karang Barat, dengan alur
yang berjenjang dan berdasar pada aplikasi Prodeskel dan Apdeskel yang
memenuhi indikator dan Kriteria sebagai wilayah cepat berkembang serta
dilakukannya peninjauan secara langsung kepada kelompok binaan
3. Tepat waktu
Program BBGRM di Kota Bandar Lampung bisa dikatakan cukup
efektif dalam ketepatan waktu. Dari 3 tahapan perencaan jadwal
pelaksanaan program BBGRM vyaitu rapat persiapan pelaksanaan
kegiatan BBGRM, Pelaksanaan kegiatan pembinaan BBGRM, rapat
evaluasi dan pelaporan akhir, terjadi keterlambatan pada tahapan rapat

persiapan pelaksanaan kegiatan BBGRM.
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4. Tercapainya tujuan
Tujuan Program BBGRM yang direncakan dan ditetapkan sebelumnya,
yaitu melestarikan budaya gotong royong guna penguatan integritas
sosial masyarakat dan memperkokoh NKRI serta memperkuat dan
meningkatkan peranan lembaga pemerintah dan non pemerintah sudah
tercapai dan efektif, ditandai dengan kebudayaan gotong royong yang
lestari dan meningkat di hampir semua bidang, serta kolaborasi yang
menguat dan meningkat diantara lembaga pemerintah dan non
pemerintah dibidang pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Tanjung
Karang Barat.

5. Perubahan Nyata
Program BBGRM sudah memberikan perubahan nyata dan cukup efektif
bagi masyarakat. Hal itu ditunjukan dengan lestarinya budaya gotong
royong yang ada dimasyarakat serta kesadaran dan pemahaman
masyarakat akan pentingnya budaya gotong royong. Walaupun demikian,
perubahan nyata yaitu dampak dan efek yang dirasakan masyarakat tidak
mencakup seluruh bidang gotong royong dalam program BBGRM, yaitu
hanya pada bidang lingkungan dan ekonomi, sedangkan pada bidang
sosial budaya dan agama dan bidang kemasyarakatan tidak ada

perubahan yang signifikan dan cenderung bersifat stagnan.

6.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka ada 2 (dua) saran yang penulis

kemukakan, sebagai berikut ;

1. Diperlukan upaya tambahan serta solusi dalam mengatasi kendala dan
masalah ketepatan waktu yang bersifat teknis dan non teknis serta
bersumber dari pihak internal maupun eksternal. Perlu adanya sumber
data lain yang digunakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota untuk
menunjang pemenuhan kriteria dan indikator sasaran program BBGRM.

2. Diperlukan fokus dan upaya yang menyeluruh ke semua bidang gotong
royong program BBGRM, agar perubahan yang nyata serta dampak yang
dirasakan masyarakat tidak hanya pada bidang tertentu dan efektivitas

program BBGRM dirasakan maksimal oleh masyarakat.
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